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: Iahwa schagai tindak lanjut dari pelaksanaan Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri tangpal 13 Nopenber 1985 Nawor :; 690 = 1595 dan Suralt
Dirjend Cipta Karya Departomen Pekerjaan Unum  tanggal 22 Mei 1947
Nanor @ UM, O1.01.002/573 peorihal tugas Pambinaosn dan Monitoring  Pe
rusahaan Ineruh Air Minum ( PDAM ) Propinsi Daerah Tingkat I lanpung
dipandang perlu untuk mombentuk Tewn Monitoring dan Ponbinaan Ierusa
laan Inerah Air Minun,

: 1. Undang-undang Nonor @ 5 Tahun 1962 tentang Perusahann Iaeral..
2. Undang—undang Nomor @ 14 Tahun 1964 tentang Ponbentukkan Dacrah -
Tingkat 1 Lavupung.

3. Undang—undang Nawor @ 5 Tahun 1974 tentang pakok-pokok Pomerintah

an di Dncerah,

4. Peraturan acrah Propinsi Dacrah Tingkat [ lampung Nanor ; 12 ‘fa
hun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerja-
an Unum Propinst Dacrah Tingkat 1 Lampungs,

5. Poeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor @ 1 Tahun 1084 tentanys Tuta

cara Pombinaan dan Pengawasan Puusahau.u Dacrah di llm skungmn e
merintah Dacrah.,

6. Kepulusnan [h*r::um Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaar, Unum

‘Ivhun_ 1984
Nanor @ o, / /hJ’l“s /19811 tunggnl 23 Januari 1984 tentany Pondonaan

Perusahaan Daerah Air Minam,

7. Peraturan Ponerintah Nomor @ 14 Tuhun 1987 tentang Penyerahan se-
bayrian Urusan Poanerintah di Bidang Pekerjaan Unien kepgula Dacrah.

MEMUTUSKAN
Mcmbentuk Unit Monitoring i Poarbinaan Perusalaan Dacrah Arr Mi
nun ( POAM ) Propinsi Ducrah Tinglat 1 Lampung dengan Susuan ler

sonil dan Struktur OQrganisasi scbagaimana Lercantum pada Laue pjum
I dan Lawnpiran 11 Surat Keputlusan ind,
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Kedua : Unit Monitoring dan Juabinaan Perusahaan Dacrah Air Minum ( DIV )
sehagaimana dimksud dalan Keputusan ini mompunyat - tugas schagad
berikut ;o ’ :

a. Maberikan pantuan dan Pedaman Teknis waupun Non  Teknis  duan -
bantuan untuk kegiatan pengombangan PDAM di Propinsi Lampunyg.

b. Mclakukan pengawasan terhadap operasi / pamcliharaan, pengicturan
keuangn dan manajonen PDAM di Propinsi Lampurys,

¢. Melakukan penilaian terhadap usulan infestasi, prioritas dan ke
benaran usulan — usulan POAM di Propinsi Lampungs.

d. Menyodiakan sarana untuk tukar menukar informasi  dengan tujuan
perbaikan sistan dan prosedur. ' ,

¢. Mombandingkan sarana pengonbangan pelayanan Air Bersih di Ting-
kat Propinsi dengan hasil kenyataan,

. lal - hal yang dipandang perlu dalam kaitan dengan Pembinaim dan
Monitoring POAM dinnksud.

Ketiga : Unit Monitoring dan Pombinaan Perusahaan Daerah  Alr Minum ( POAM )
’ se Propinsi Lampung scbagaimana dimaksid dalam Surat Keputusan ini
ber tanggung jawab kepada Gubernur Kepala Dacrah Tingkat. I Tampung.

Keempat @ Ketua PMIX) dapat mengangkat Staf Pelaksana Harian berdasarkan kebu-—
tuhan, yang  bertanggung jawab kepada Ketua DPelaksana Harian,

Kelima @ Sepgala biaya yang ditimbulkan akibat adri Surat Keputusan ini dibe
bankan kepada, Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Deerall -
Tingkat 1 Lampung, Angparan Pendapatan dan Delanja Dacrah ‘Tinglat—-
11 dan Perusahann Pacrah Air Minun ( ITDAM ).

Keenwa : Kepatusan inl mulai berlaku scjak tanggal ditcetapkan dengen keten
©tuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan alon di
ubvih sehaggimna mest inya.,

Ketujuh @ Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Gubernur Xe-

pala Dacrah ‘Tingkat I Laopung tangpal 28 Qktober 1987 Nonor
G/260/. IV/HK/1987 dinyalukan tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : ‘fELUKBEIUNG
PADA TANGGAL % 1041,

TIMBUSAN  Surat Keputusan ini disampaikan
kepuda Yeh

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
2. Bapak Mcnteri Pekerjaan Unum
3. Bupak Menteri Keuangan,

4, Sdr. Dircktur.
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4. Sdr. Direktur Jenderal Pomerintahan Umom dan Otonan Dacrah
Dopartanen Dalam Negeri.

Sir. Dircktur Jenderal Cipta Karya Departemen Ib.ker;juanﬂmn.

6. Sdr. Dircktur Air Bersih Dit. Jond Cipta Karya Departemen Pekerjaan Uoom.
7. Sdr. Dircktur Jenderaul Panbangunan Dacrah Departancn Dulam Negerdi.

8. Sdr. Kepala Subdit Pengaturan Dircktarat Air Bersih. '

v

9. Sdr. Ketua 0D Propinsi IDnerah Tingkat I Lamspung.

10. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung.

11. Sdr. Ketun Bappeda Tingkat 1 Lampung.

12, Sdr. Kakanwil Departancn Keschatan Propinsi Lampung.
13. Sdr. Knkanwil Departemen Pekerjaan Umom,

14. Sdr. Kepala Dinas Pokerjaan Unum Prop Dati.l. Loampung.
15, Sdr. Kepala Dinas Kesghatan Prop Dati.I. Lampung.

16, Sdr. Bupati / Walikotamadya Kepala Dacrah Tingkat I1 se Propinsi
Iacrah Tingkat 1 Lampung.

17. Sdr. Kepala Sub Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Ummm Propinsi
Iaerah Tingkat 1 Lampung.

18. &dr. Direktur Direktur Perusahaan Dacrah Air Minun ( PDAM ) dalam wilayah
Propinsi Duerah Tingkat [ )ampung.

19, Sdr. yang bersangkutan.

20. ) Iimpunan Keputusan





